Resolusi Konflik Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat Studi Kasus: Konflik Tenurial HTI dan
Batas

Wilayah Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan di Desa Pelangas (Bangka Barat)

SEKAR YUSPA MUFIDAH, Dr. Gabriel Lele, S.IP, M. Si.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualiatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan
Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup.

Burton, John. 1990. Conflict: Resolution and Prevention. New York: The
Macmillan Press.

Citraningtyas, Erlita Rahadian. 2014. Konflik Tenurial dan Peluang
Penanganannya di Bagian Pemangku Kawasan Hutan Kalibodri Kesatuan
Pemangkuan Hutan Kendal Perum Perhutani Regional Jawa Tengah
[Tesis]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Cotula, L., dan J. Mayers. 2009. Tenure REDD — Start Point or Afterthugt? Natural
Resources Issued No. 15. London: International Institute for Environmental
and Development.

Fisher, S., dkk. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk
Bertindak. Jakarta: The British Council, Indonesia.

Galudra, Gamma dkk. 2013. 4 Rapid Land Tenure Assesment: Manual Penilaian
Cepat Konflik Pertanahan. Yogyakarta: STPN Press.

Galudra G, Pasya G, Sirait M, Fay C. 2006. Rapid Land Tenure Assessment (RaTA)
Panduan Ringkas bagi Praktisi. Bogor (ID): World Agroforestry Center-
Asia Tenggara.

Kaelan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Penerbit
Paradigma.

Kraybill, Bon (1996) dalam Francis, Diana. 2002. Transformasi Konflik Sosial.
Yogyakarta: Quills.

Kurniawan, Heru. 2016. Humas dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus: Komunikasi
dan Resolusi Konflik yang Dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten
Kulonprogo terhadap Warga yang Menolak Proyek Pembangunan Bandara
Baru Kulomprogo [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

94



Resolusi Konflik Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat Studi Kasus: Konflik Tenurial HTI dan
Batas

Wilayah Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan di Desa Pelangas (Bangka Barat)

SEKAR YUSPA MUFIDAH, Dr. Gabriel Lele, S.IP, M. Si.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Larson, Anne M., 2013. Hak Tenurial dan Akses ke Hutan (Manual pelatihan untuk
penelitian). Bogor: CIFOR.

Limbong, Bernhard. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Littlejohn, Stephen. W & Domenici, Kathy. 2007. Communication, Conflict, and
The Management Difference. USA: Wavelend Press.

Miles, MB dan AM Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of
New Methods. SAGE. Beverly Hills.

Morissan. 2015. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nane, Yohannes Emanuel. 2016. Dinamika Konflik Kepemilikan Tanah (Studi
Kasus Konflik Kepemilikan Tanah Pembangunan Gedung DPRD
Kabupaten Nagekeo) [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nofyana, Alfi. 2016.. Analisis Konflik dalam Penggunaan Kawasan Hutan di
Wilayah Rph Kesilir Baru, Bkph Sukamade, Kph Banyuwangi Selatan
[Tesis]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Ostrom E. 2008. The Challenge of Common-Pool Resources. Journal Environment.
50 (4): 8-21.

Ostrom, Ellinor. 2000. Private and Common Property Rights.

Pruitt, D.G dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. Teori Konflik Sosial. Y ogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Pruitt, D.g dan Kim S.H. 2004. Social Conflict: Escalatiom, Stalemate, and
Settlement (3" Edition). New York: McGrawHill.

Rahayu, Dwi T. 2014. Konflik PT. Arara Abadi TBK dengan Masyarakat Sakai
Desa Mandiangin Minas Kabupaten Siak Riau [Tesis]. Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.

Sandole, Dennis J.D. and Hugo Van der Merwe. 1993. Conflict Resolution Theory
and Practice: Integration and Aplication. New York: Manchester
University Press.

95



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Batas
Wilayah Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan di Desa Pelangas (Bangka Barat)
SEKAR YUSPA MUFIDAH, Dr. Gabriel Lele, S.IP, M. Si.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sinabutar P. 2015. Penataan Tenurial dan Peran Para Pihak dalam Mewujudkan
Legalitas dan Legitimasi Kawasan Hutan Negara [Disertasi]. Bogor (ID):
Sekolah Pasca Sarjana IPB.

Smith, Jonathan A. 2013. Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif, Pedoman Praktis
Metode Penelitian. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Stephen P. Robins. 1996. Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and
Application dalam Bernhard Limbong et.al. Konflik Pertanahan. Jakarta:
Pustaka Margaretha.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharman. 2004. Konflik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan
Gunung Kidul dalam Nugroho et.al. Konflik dan Kekerasan pada Aras
Lokal. Yogyakarta: Pustaka Percik & Pustaka Pelajar.

Ribot, J.C and Peluso, N.L. 2003. 4 Theory of Access. Rural Sociology ,

Rozi, Syafuan., dkk., 2006. Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konlfik.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ulfah, S.M. 2007. Identifikasi Konflik dalam Pengelolaan Wisata di Kawasan
Gunung Salak Endah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Bogor. IPB.

Usman, H., dan Akbar, P.S. 2014. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bhumi
Aksara.

Wenban-Smith J. 2001. Forests Of Fear: The Abuse of Human Rights in Forest
Conflicts. Brussels (Belgium): FERN.

Wulan et al. 2004. Konflik Kehutanan di Indonesia Sebelum dan Sesdah Reformasi
dalam Warta Kebijakan No. 15 Oktober 2004. CIFOR.

96

Resolusi Konflik Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat Studi Kasus: Konflik Tenurial HTI dan



Resolusi Konflik Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat Studi Kasus: Konflik Tenurial HTI dan
Batas

Wilayah Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan di Desa Pelangas (Bangka Barat)

SEKAR YUSPA MUFIDAH, Dr. Gabriel Lele, S.IP, M. Si.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan
Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.336/Menhut-11/2013 tentang Pemberian Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri
Kepada PT. Bangun Rimba Sejahtera atas Areal Hutan Produksi Seluas +/-
66.460 Ha di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Daring

WALHI. 2018. 10.000 Petani Bangka Barat Demo Gubenrnur Tolak HTI, diakses
dari https://walhi.or.id/10-000-petani-bangka-barat-demo-gubernur-tolak-
hti/, pada 15 November 2018.

97



